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PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan ketentuan Pasal 38
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional  Analis Perkebunrayaan, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia
tentang Pedoman  Penghitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional

Analis Perkebunrayaan;
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Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kebun
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 143);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);

7. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
[Imu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 895);

9. Peraturan Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia Nomor
10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 896);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah
jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi
perkebunrayaan dan  jabatan  fungsional analis
perkebunrayaan yang diperlukan pada kebun raya untuk
melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai rencana
strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam

jangka waktu tertentu.
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Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan
secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan
terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi
taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-
pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi,
penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan
teknis di bidang perkebunrayaan.

Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan yang
selanjutnya disebut Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengelolaan teknis di bidang
perkebunrayaan.

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis
perkebunrayaan.

Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan yang
selanjutnya disebut Analis Perkebunrayaan adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perkebunrayaan
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

instansi pemerintah pusat yang melaksanakan tugas



2020, No.393

pembinaan terhadap jabatan fungsional perkebunrayaan
dalam hal 1ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

10. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota.

11. Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Kebun Raya yang
kewenangannya dilaksanakan oleh LIPI.

12. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kebun
Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi.

13. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah
Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2
Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman
penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi
Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan bertujuan untuk:

a. menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional
Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan yang diperlukan sebagai acuan dasar
rekrutmen = Teknisi  Perkebunrayaan dan  Analis
Perkebunrayaan baru dan kenaikan jenjang Jabatan
Fungsionalnya;

b. memetakan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional
Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan di lingkungan  organisasi yang
melaksanakan bidang perkebunrayaan untuk melihat

kebutuhan secara nasional; dan



